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Article Info Abstract

Legal compliance, This study examines the relationship between legal compliance and
Institutional trust, public trust in state institutions, addressing the limitations of linear
State institutions approaches that treat trust solely as a determinant of compliance.

Employing a quantitative explanatory design, data were collected
through a structured survey of adult respondents with experience
interacting with state institutions. Statistical analyses, including
descriptive statistics, reliability testing, correlation, and linear
regression, were used to assess the empirical relationship between
the two constructs. The findings reveal a positive and statistically
significant association between legal compliance and institutional
trust, indicating that higher levels of legal compliance are linked to
stronger public trust in state institutions. Beyond confirming existing
theoretical assumptions, the results suggest that legal compliance
may function not only as an outcome of institutional trust but also as
a social mechanism that actively contributes to the formation and
reinforcement of trust. This reciprocal relationship highlights the
role of consistent and perceived fair compliance practices in
strengthening institutional legitimacy. The study offers a relational
perspective on legal compliance, enriching socio-legal scholarship
and providing practical insights for policymakers seeking to enhance
public trust through sustainable and non-coercive governance
strategies.
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I PENDAHULUAN

Hubungan antara masyarakat dan institusi negara merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan
negara hukum yang demokratis. Dalam kerangka tersebut, kepatuhan hukum tidak hanya dipahami
sebagai perilaku menaati peraturan perundang-undangan secara formal, melainkan juga sebagai ekspresi
relasi sosial antara warga negara dan otoritas publik (Backgaard et al., 2025; Syahir et al., 2023).
Kepatuhan hukum mencerminkan sejauh mana hukum dipandang legitimate, bermakna, dan layak
ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kepatuhan masyarakat, hukum kehilangan daya kerjanya
sebagai instrumen pengatur perilaku sosial, sementara negara berisiko mengalami erosi legitimasi yang

berdampak pada stabilitas politik dan sosial (Nielsen & Andersen, 2024).

Dalam praktiknya, kepatuhan hukum tidak berdiri sendiri sebagai fenomena individual, melainkan
sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan sosial yang lebih luas. Salah satu faktor kunci yang
kerap disebut dalam literatur adalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, khususnya

lembaga pembentuk dan penegak hukum (Schnell, 2023). Kepercayaan berfungsi sebagai modal sosial
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yang memungkinkan hukum dijalankan tidak semata melalui paksaan, tetapi melalui penerimaan
sukarela oleh masyarakat. Ketika institusi negara dipersepsikan adil, transparan, dan konsisten,
masyarakat cenderung mematuhi hukum karena meyakini bahwa aturan tersebut dibuat dan ditegakkan
demi kepentingan bersama (Hassan et al., 2023). Namun, dinamika hubungan antara kepatuhan hukum
dan kepercayaan terhadap institusi negara tidak selalu berjalan harmonis. Dalam banyak konteks,
termasuk negara-negara berkembang, masyarakat dapat menunjukkan tingkat kepatuhan hukum tertentu
meskipun kepercayaan terhadap institusi negara relatif rendah (Bobzien, 2023). Kepatuhan semacam ini
sering kali didorong oleh pertimbangan pragmatis, seperti ketakutan terhadap sanksi atau kebutuhan
administratif, bukan oleh internalisasi nilai hukum itu sendiri (Badur et al., 2024). Kondisi ini
menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kualitas kepatuhan hukum yang terjadi serta implikasinya

bagi keberlanjutan legitimasi institusi negara.

Data empiris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya tren penurunan kepercayaan publik
terhadap institusi negara di berbagai belahan dunia. Survei global yang dilakukan oleh (Palmisano &
Sacchi, 2024) secara konsisten melaporkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah dan lembaga publik, terutama di negara-negara dengan tingkat ketimpangan sosial dan
politik yang tinggi. Penurunan kepercayaan ini sering kali berkorelasi dengan meningkatnya
ketidakpatuhan hukum, protes sosial, serta kecenderungan masyarakat untuk mencari mekanisme
informal dalam menyelesaikan konflik. Di Indonesia, fenomena serupa juga dapat diamati. Berbagai
survei nasional menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, seperti
kepolisian dan peradilan, mengalami fluktuasi dan cenderung dipengaruhi oleh isu-isu korupsi,
penegakan hukum yang selektif, serta inkonsistensi kebijakan publik (Rahayu et al., 2025). Pada saat
yang sama, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum bersifat tidak merata, di mana kepatuhan
administratif relatif tinggi, sementara kepatuhan terhadap aturan yang menyentuh kepentingan normatif

dan keadilan substantif cenderung lebih rendah.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepatuhan hukum sebagai perilaku yang tampak
di permukaan dan kepercayaan sebagai sikap batiniah terhadap institusi negara. Kepatuhan yang tidak
disertai dengan kepercayaan berpotensi bersifat rapuh dan mudah goyah ketika kontrol eksternal
melemah (Searle et al., 2024). Sebaliknya, kepercayaan tanpa diikuti oleh praktik kepatuhan yang
konsisten juga dapat menimbulkan paradoks dalam penyelenggaraan negara hukum. Oleh karena itu,
memahami relasi antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat menjadi krusial, tidak hanya
dari perspektif normatif, tetapi juga empiris (Mendes de Oliveira et al., 2022). Literatur klasik mengenai
kepatuhan hukum umumnya menempatkan kepercayaan terhadap institusi negara sebagai determinan
utama kepatuhan. Teori legitimasi prosedural yang dikemukakan oleh (Darmayasa & Hardika, 2024)
menyatakan bahwa individu akan lebih patuh pada hukum ketika mereka memandang prosedur
penegakan hukum sebagai adil, tidak bias, dan menghormati martabat warga negara. Pendekatan ini

menekankan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih efektif dibangun melalui legitimasi daripada
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melalui paksaan semata. Sejumlah penelitian empiris mendukung argumen ini dengan menunjukkan
bahwa kepercayaan institusional berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela terhadap hukum (Goren

et al., 2022).

Seiring perkembangan kajian, penelitian-penelitian selanjutnya mulai mengeksplorasi dimensi sosial
dari kepatuhan hukum, termasuk peran norma sosial, identitas kolektif, dan pengalaman interaksi
masyarakat dengan aparat negara. (Alhalalmeh & Al-Tarawneh, 2025) menunjukkan bahwa kepatuhan
hukum tidak hanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap institusi, tetapi juga oleh pengalaman konkret
masyarakat dalam berinteraksi dengan hukum. Pengalaman positif dapat memperkuat kepercayaan dan
mendorong kepatuhan, sementara pengalaman negatif berpotensi menimbulkan siklus ketidakpercayaan
dan ketidakpatuhan (Bliuc et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berangkat
dari asumsi hubungan satu arah, di mana kepercayaan dipandang sebagai penyebab dan kepatuhan
sebagai akibat. Pendekatan ini cenderung mengabaikan kemungkinan bahwa kepatuhan hukum itu
sendiri dapat berkontribusi pada pembentukan kepercayaan terhadap institusi negara. (Remeikiené &
Gaspareniene, 2023) berargumen bahwa praktik kepatuhan yang konsisten di tingkat masyarakat dapat
memperkuat legitimasi institusional melalui mekanisme pengakuan sosial, di mana hukum

dipersepsikan sebagai bagian dari tatanan sosial yang stabil dan dapat diandalkan.

Di tingkat internasional, kajian mengenai hubungan timbal balik antara kepatuhan hukum dan
kepercayaan institusional mulai mendapat perhatian, terutama dalam konteks negara-negara yang
sedang mengalami transisi demokrasi. (Belahouaoui & Attak, 2025) menunjukkan bahwa kepatuhan
kolektif terhadap aturan publik dapat menciptakan ekspektasi sosial mengenai keadilan dan konsistensi
institusi negara, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik. Namun, kajian semacam ini
masih relatif terbatas dan sering kali belum teruji secara empiris dalam konteks negara berkembang
(Rochat, 2025). Dalam konteks Indonesia, penelitian mengenai kepatuhan hukum dan kepercayaan
masyarakat terhadap institusi negara masih didominasi oleh pendekatan parsial. Studi-studi sebelumnya
umumnya menekankan dampak rendahnya kepercayaan terhadap meningkatnya pelanggaran hukum,
tanpa mengeksplorasi bagaimana praktik kepatuhan hukum masyarakat dapat berperan aktif dalam
membentuk atau memulihkan kepercayaan terhadap institusi negara (Herdiyanti et al., 2026; Rahayu et
al., 2025). Akibatnya, pemahaman mengenai relasi antara kedua variabel tersebut cenderung bersifat

statis dan kurang menangkap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan.
Pertama, terdapat kesenjangan konseptual akibat dominannya perspektif linear yang memandang
kepercayaan sebagai determinan tunggal kepatuhan hukum. Kedua, terdapat kesenjangan empiris karena
masih terbatasnya penelitian yang menguji hubungan kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional
secara simultan, khususnya dalam konteks Indonesia. Ketiga, terdapat kesenjangan kontekstual karena
temuan-temuan dari negara maju sering kali langsung diadopsi tanpa mempertimbangkan karakteristik

sosial, politik, dan kelembagaan negara berkembang. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian
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ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi negara secara lebih komprehensif. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengaruh
kepercayaan terhadap kepatuhan, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana praktik kepatuhan hukum
masyarakat dapat membentuk, memperkuat, atau bahkan melemahkan kepercayaan terhadap institusi
negara. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap dinamika relasional yang selama ini

kurang mendapat perhatian dalam kajian kepatuhan hukum.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya menawarkan perspektif relasional dalam
memahami kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional sebagai proses sosial yang saling
memengaruhi. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memandang kepatuhan sebagai
konsekuensi pasif dari kepercayaan, penelitian ini menempatkan kepatuhan hukum sebagai aktor aktif
dalam pembentukan legitimasi institusi negara. Secara teoretis, temuan penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya literatur hukum dan sosiologi hukum dengan kerangka analisis yang lebih integratif.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik
yang tidak hanya menekankan penegakan hukum secara koersif, tetapi juga pembangunan kepercayaan

masyarakat secara berkelanjutan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis
hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pendekatan
kuantitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antarvariabel secara
empiris dan mengidentifikasi pola keterkaitan yang bersifat sistematis dalam populasi yang lebih luas.
Desain eksplanatori memungkinkan penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena sosial yang
diteliti, tetapi juga menjelaskan mekanisme hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan

institusional berdasarkan data terukur (Nantongo et al., 2025).
A. Desain Penelitian dan Kerangka Analitis

Penelitian ini dirancang untuk menangkap hubungan relasional antara kepatuhan hukum dan
kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Berbeda dengan desain kausal linier yang
memposisikan satu variabel sebagai penyebab tunggal, penelitian ini menggunakan kerangka analitis
yang memandang kedua variabel sebagai konstruk sosial yang saling berinteraksi. Kerangka ini
dibangun dengan mengacu pada teori legitimasi prosedural dan pendekatan sosiologis terhadap
kepatuhan hukum, yang menekankan pentingnya persepsi, pengalaman, dan evaluasi masyarakat
terhadap institusi negara (Morrow & Vickovic, 2024). Dalam kerangka ini, kepatuhan hukum dipahami
sebagai tingkat kesediaan individu untuk menaati aturan hukum yang berlaku, baik karena dorongan
internal maupun tekanan eksternal. Sementara itu, kepercayaan terhadap institusi negara dipahami
sebagai keyakinan masyarakat bahwa institusi negara menjalankan fungsi dan kewenangannya secara

adil, kompeten, dan konsisten. Hubungan antara kedua konstruk ini diuji secara empiris untuk melihat
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apakah kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi juga berkontribusi pada

pembentukan kepercayaan itu sendiri.
B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dewasa yang memiliki pengalaman langsung atau tidak
langsung dalam berinteraksi dengan institusi negara, khususnya institusi yang berkaitan dengan
pembentukan dan penegakan hukum. Kriteria usia dewasa dipilih karena kelompok ini secara hukum
dan sosial dianggap memiliki kapasitas penuh untuk memahami, menilai, dan merespons aturan hukum
yang berlaku. Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan
metode purposive sampling. Metode ini dipilih karena penelitian ini menargetkan responden yang
memenubhi kriteria tertentu, yaitu memiliki pengetahuan dasar mengenai hukum atau pernah berinteraksi
dengan institusi negara, seperti kepolisian, pengadilan, atau lembaga pemerintahan. Pendekatan
purposive dianggap relevan dalam penelitian sosial yang berfokus pada persepsi dan pengalaman,
terutama ketika populasi tidak sepenuhnya terdaftar secara formal (Ahmad & Wilkins, 2025). Jumlah
sampel ditentukan dengan mempertimbangkan kecukupan analisis statistik dan stabilitas estimasi
parameter. Dalam penelitian ini, jumlah responden dipandang memadai untuk analisis hubungan
antarvariabel laten, serta memenuhi rekomendasi ukuran sampel minimum dalam penelitian kuantitatif

berbasis konstruk sosial.
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-
indikator konseptual dari masing-masing variabel penelitian. Kuesioner dirancang untuk mengukur
persepsi responden terhadap kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara secara
komprehensif. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak
setuju hingga sangat setuju, karena skala ini dianggap efektif dalam menangkap variasi sikap dan
persepsi individu dalam penelitian sosial (Alabi & Jelili, 2023). Indikator kepatuhan hukum mencakup
aspek kepatuhan terhadap aturan formal, kesediaan menaati hukum tanpa pengawasan langsung, serta
konsistensi perilaku hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, indikator kepercayaan terhadap
institusi negara mencakup persepsi terhadap integritas, kompetensi, keadilan prosedural, dan
akuntabilitas institusi negara. Penyusunan indikator mengacu pada instrumen yang telah digunakan dan
divalidasi dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dengan penyesuaian konteks sosial dan kelembagaan
Indonesia (Firdausy & Budisetyowati, 2022; Hermanu et al., 2022). Untuk memberikan gambaran
operasional mengenai variabel dan indikator yang digunakan, Tabel 1 disajikan sebagai visualisasi

kerangka pengukuran penelitian.
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Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator Utama
Kepatuhan Tingkat kesediaan individu untuk | Kepatuhan formal,
hukum menaati aturan hukum yang kepatuhan sukarela,
berlaku dalam kehidupan sosial konsistensi perilaku hukum
Kepercayaan Tingkat keyakinan masyarakat Integritas institusi, keadilan
terhadap terhadap integritas, keadilan, dan | prosedural, akuntabilitas
institusi negara kompetensi institusi negara

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan (Firdausy & Budisetyowati, 2022) dan (Hermanu et al., 2022).
D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan memastikan bahwa setiap responden memahami
tujuan penelitian dan memberikan persetujuan secara sadar. Kuesioner disebarkan secara daring untuk
menjangkau responden yang lebih luas dan meminimalkan bias geografis. Pendekatan daring juga
dipilih untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan mengurangi potensi tekanan sosial dalam
menjawab pertanyaan yang bersifat evaluatif terhadap institusi negara. Sebelum kuesioner disebarkan
secara luas, dilakukan uji coba terbatas untuk memastikan kejelasan bahasa, relevansi indikator, dan
konsistensi internal instrumen. Hasil uji coba digunakan untuk melakukan penyempurnaan redaksi

pertanyaan agar lebih mudah dipahami oleh responden dari berbagai latar belakang.
E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan statistik inferensial yang sesuai dengan tujuan
penelitian, yaitu menguji hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara.
Tahap awal analisis meliputi uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan
distribusi jawaban terhadap setiap indikator. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan konteks
empiris sebelum dilakukan pengujian hubungan antarvariabel. Selanjutnya, dilakukan pengujian
reliabilitas dan validitas konstruk untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran memiliki konsistensi
internal dan mengukur konstruk yang dimaksud. Reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach’s
alpha, sementara validitas konstruk dievaluasi melalui analisis korelasi antarindikator. Pendekatan ini
umum digunakan dalam penelitian sosial untuk memastikan kualitas data sebelum analisis lanjutan
(Cheung et al., 2024). Untuk menguji hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap
institusi negara, digunakan analisis korelasional dan regresi linier sederhana. Analisis korelasional
bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antarvariabel, sedangkan analisis regresi
digunakan untuk melihat kontribusi relatif kepatuhan hukum dalam menjelaskan variasi kepercayaan
terhadap institusi negara. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menekankan

hubungan empiris, bukan pengujian kausalitas eksperimental.
F. Pertimbangan Etis Penelitian

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian sosial, khususnya terkait dengan
kerahasiaan dan anonimitas responden. Seluruh data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk
kepentingan akademik dan dianalisis secara agregat tanpa mengungkap identitas individu. Responden

diberikan kebebasan untuk mengundurkan diri dari penelitian kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.
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Pendekatan ini diambil untuk menjaga integritas penelitian dan meningkatkan kejujuran responden

dalam memberikan jawaban.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Penyajian hasil dilakukan secara bertahap, dimulai dari gambaran umum data, pengujian kualitas
instrumen, hingga analisis hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi negara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan yang disajikan memiliki
dasar statistik yang kuat sebelum diinterpretasikan lebih lanjut. Sebagai langkah awal, analisis statistik
deskriptif dilakukan untuk memahami kecenderungan umum jawaban responden terhadap variabel
penelitian. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara umum responden berada pada tingkat
sedang hingga tinggi dalam hal kepatuhan hukum, sementara tingkat kepercayaan terhadap institusi
negara menunjukkan variasi yang lebih lebar. Temuan ini mengindikasikan adanya perbedaan pola
antara perilaku kepatuhan dan sikap kepercayaan, yang selanjutnya menjadi dasar analisis hubungan
antarvariabel. Untuk memberikan gambaran ringkas mengenai distribusi nilai masing-masing variabel,
Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

. Standar Nilai Nilai
Variabel Mean Deviasi | Minimum | Maksimum
Kepatuhan hukum 3,78 0,62 2,10 4,90
Kepercayaan terhadap | 3,41 0,74 1,90 4,80
institusi negara

Sumber: Data primer diolah peneliti.

Nilai rata-rata kepatuhan hukum yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar responden
melaporkan kecenderungan untuk menaati aturan hukum yang berlaku. Namun, nilai standar deviasi
yang lebih besar pada variabel kepercayaan terhadap institusi negara mengindikasikan adanya
perbedaan persepsi yang cukup signifikan antarresponden. Hal ini menguatkan asumsi awal bahwa
kepatuhan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan tingkat kepercayaan yang homogen terhadap
institusi negara. Sebelum dilakukan analisis hubungan antarvariabel, kualitas instrumen pengukuran
diuji melalui uji reliabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai
Cronbach’s alpha di atas batas minimum yang direkomendasikan, sehingga instrumen dinilai reliabel
dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Hasil uji realibilitas intrumen disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel Cr(:;:))ﬁ;h s
Kepatuhan hukum 0,82
Kepercayaan terhadap | 0,85
institusi negara

Sumber: Data primer diolah peneliti.
Nilai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur
konstruk secara konsisten. Dengan demikian, hasil analisis hubungan antarvariabel dapat

diinterpretasikan dengan tingkat kepercayaan yang memadai. Analisis utama penelitian ini difokuskan
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pada hubungan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk
tujuan tersebut, dilakukan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Hasil analisis korelasi
menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepatuhan hukum dan kepercayaan
terhadap institusi negara. Artinya, semakin tinggi tingkat kepatuhan hukum yang dilaporkan responden,
semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi negara. Tabel 4 menunjukkan hasil
analisis korelasi antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional.

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi antara Kepatuhan Hukum dan Kepercayaan Institusional

. Koefisien _— .
Variabel Korelasi (r) Signifikansi
Kepatuhan hukum — 0,56 0,000
Kepercayaan institusional

Sumber: Data primer diolah peneliti.
Koefisien korelasi sebesar 0,56 menunjukkan hubungan yang bersifat sedang hingga kuat, dengan arah
positif. Nilai signifikansi yang sangat rendah mengindikasikan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi
secara kebetulan secara statistik. Temuan ini diperkuat melalui analisis regresi, yang menunjukkan
bahwa kepatuhan hukum memberikan kontribusi yang bermakna dalam menjelaskan variasi
kepercayaan terhadap institusi negara. Untuk memudahkan pemahaman pola hubungan tersebut, hasil
regresi divisualisasikan dalam bentuk diagram hubungan linear sebagaimana ditunjukkan pada Gambar

L.

Tinggi A
Kepercayaan
Tinggi
Kepercayaan
g
Kepercayaan
terhadap
Institusi Negara Keze;r;g}é (:]an
Rendah ' .

Rendah Sedang Tinggi

Kepatuhan Hukum
Gambar 1. Hubungan antara Kepatuhan Hukum dan Kepercayaan terhadap Institusi Negara
Sumber: Data primer diolah peneliti.

Visualisasi ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya berkorelasi dengan kepercayaan
terhadap institusi negara, tetapi juga berpotensi berperan sebagai faktor pembentuk kepercayaan

tersebut. Temuan ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut dalam bagian diskusi.
Diskusi

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah temuan penting mengenai hubungan antara kepatuhan hukum
dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Temuan utama menunjukkan adanya hubungan
positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut, yang mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum
bukan hanya dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembentukan dan

penguatan kepercayaan terhadap institusi negara. Temuan ini mendukung pandangan relasional yang
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memandang kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional sebagai proses sosial yang saling
memengaruhi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini sejalan dengan temuan
(Spanuth & Urbano, 2024) dan (Wang et al., 2025) yang menekankan pentingnya legitimasi institusional
dalam mendorong kepatuhan hukum. Namun, penelitian ini melampaui pendekatan tersebut dengan
menunjukkan bahwa kepatuhan hukum juga memiliki peran aktif dalam membangun kepercayaan.
Dalam konteks ini, hasil penelitian mendukung argumen (Dong et al., 2024) dan (Rocha Beardall, 2022)
yang menyatakan bahwa praktik kepatuhan kolektif dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan

terhadap institusi negara melalui mekanisme pengakuan sosial.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini memberikan perspektif baru terhadap studi-studi sebelumnya yang
cenderung menempatkan kepatuhan hukum sebagai variabel dependen. Berbeda dengan penelitian
(Prastiwi & Diamastuti, 2023) serta (Cahyonowati et al., 2023) yang menekankan dampak rendahnya
kepercayaan terhadap ketidakpatuhan hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum
yang konsisten, bahkan dalam kondisi kepercayaan yang belum optimal, dapat menjadi modal awal bagi
pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dengan kata lain, kepatuhan hukum dapat
berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperbaiki relasi antara negara dan warga negara. Implikasi
teoretis dari temuan ini cukup signifikan. Penelitian ini memperkaya literatur kepatuhan hukum dengan
menawarkan kerangka pemahaman yang lebih dinamis dan tidak linier. Kepatuhan hukum tidak lagi
dipahami semata sebagai akibat dari kepercayaan, melainkan sebagai bagian dari siklus legitimasi
institusional. Pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan model teoritis yang lebih integratif

dalam studi hukum dan sosiologi hukum, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan institusi
negara. Upaya peningkatan kepercayaan publik tidak dapat hanya mengandalkan reformasi struktural
atau kampanye komunikasi, tetapi juga perlu mendorong praktik kepatuhan hukum yang adil dan
konsisten di tingkat masyarakat. Penegakan hukum yang selektif atau tidak konsisten berpotensi
merusak siklus positif antara kepatuhan dan kepercayaan. Sebaliknya, ketika masyarakat melihat bahwa
kepatuhan mereka direspons dengan kebijakan yang adil dan pelayanan publik yang berkualitas,
kepercayaan terhadap institusi negara cenderung meningkat secara berkelanjutan. Meskipun demikian,
penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, desain penelitian yang
bersifat cross-sectional membatasi kemampuan untuk menarik kesimpulan kausal secara penuh
mengenai hubungan timbal balik antara kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional. Kedua,
penggunaan data berbasis persepsi responden berpotensi mengandung bias subjektivitas, meskipun
langkah-langkah reliabilitas telah dilakukan. Ketiga, cakupan responden yang terbatas pada konteks

tertentu dapat membatasi generalisasi temuan ke konteks sosial dan kelembagaan yang lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menggunakan desain
longitudinal atau pendekatan campuran guna menangkap dinamika hubungan kepatuhan hukum dan

kepercayaan institusional dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian mendatang dapat memasukkan
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variabel mediasi atau moderasi, seperti persepsi keadilan prosedural atau pengalaman langsung dengan
aparat penegak hukum, untuk memperdalam pemahaman mengenai mekanisme hubungan antarvariabel.
Dengan demikian, kajian mengenai kepatuhan hukum dan kepercayaan terhadap institusi negara dapat

berkembang ke arah yang lebih komprehensif dan kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
negara memiliki hubungan yang positif dan signifikan, serta membentuk relasi yang bersifat dinamis
dan saling memengaruhi. Temuan empiris memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum tidak semata-mata
merupakan konsekuensi dari tingginya kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga dapat berperan
aktif dalam membangun dan memperkuat kepercayaan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum
dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang berkontribusi pada legitimasi institusional, di
mana praktik kepatuhan yang konsisten dan berkeadilan menciptakan ekspektasi positif masyarakat
terhadap kinerja dan integritas institusi negara. Perspektif ini memperkaya kajian kepatuhan hukum
yang selama ini didominasi oleh pendekatan satu arah dan menempatkan kepercayaan sebagai

determinan tunggal.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya strategi penguatan institusi negara yang tidak
hanya berfokus pada penegakan hukum secara koersif, tetapi juga pada penciptaan pengalaman hukum
yang adil, konsisten, dan responsif terhadap masyarakat. Upaya meningkatkan kepatuhan hukum perlu
dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kepercayaan publik, karena kepatuhan
yang diinternalisasi secara sosial berpotensi memperkuat legitimasi institusional secara berkelanjutan.
Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal desain dan cakupan empiris, temuan yang
dihasilkan memberikan dasar yang kuat bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi hubungan
kepatuhan hukum dan kepercayaan institusional secara longitudinal dan kontekstual. Dengan demikian,
penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi

antara hukum, kepercayaan, dan kualitas tata kelola negara.
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